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Abstract
The developmekt ofthe national law based Pancasila as " rechtsidee ", at the presenl
time so many aspects ofcommuhity has changed and developed rapidly. This change,
ofcourse, greatly inluenced the developmenl ofexisting Indonesia law. Development
in all arcas was always carried out, including the developttlent oflaw through legal
refolm ih ordel lo develop a national law based on Pancasila. The Indonesun
revolution that culminalion point ds Proclamation of Independehce ofthe Republic
of Indonesia creating anatiohal latu he reliefonly in political terms only. Should be
to building a legal system on the basis of new spirilual ralues of Pakcasilo. Ideas
such as theseprovide a broad place to explorc theprikciples ofcuslomary law ik ahd
regulations lo conform wilh the ideals of Indohesian law based Pancasila and
Indonesia Conslitulion year 1945
Kelword : Pancas ila, Law Developmenl
I.PENDAHULUAN
Suatu penilaian atau evalusai terhadap
hukum positif menunjukan bahwa hukum
positif yang merupakan ius constilulum
belum merupakan hukum nasional irs
c oN t itu en du m, karcrJa hukum yang berlaku
di negara kita adalah sebagai bedkut:
I . Berasal dari zaman kolonial dan tenhuya
tidak berdasarkan Pancasila dan
uuDl945.
2. Merupakan kaedah hukum adat, masih
berorientasi empit (lokal), maka belum
sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945, sekalipun
Pancasila itu sendiri digali dari huhlln adal
3. Perundang-undangan yang terbentuk
sesudah nggal I 7 Agustus |945. mungkin
juga banyak yang belum sesuai denganjiwa
Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945.
walaupun undang-undang yang
b€rsanekutan di dalan konsiderans atau
pertimbangan bukumnya meoyebutkan
Pancas i la  dan UUD 1945 sebagar
laldasannya.
Dengan demikian terulama mengenai
perundang-undangan papun bentuknya
(Jndang-Unda|g. Peraruran Pemerintah,
Perahrran PresiderL Keputusan Presiden, dan
pera lu ran  pe laksanaan la in  nya)  agar
merupakan suahr sist€m hukum nasional yang
berlandaskan cita hukum Pancasila
seyogyanya d iternpatkan ke dalam suatu pola
pemikiran tentang ciu-ciu hukum nasionai
rechtsidee.
Sistem hukum adalah keseluruhan
kaidah-kaidah hukum yang mcrupakan satu
kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah
subsistem (misalnya sub sisten Hukum Tata
Negara, Hukum Administrasi Negar4 Hukrm
Pidan4 Hukwn Perdata, Huhun Dagang dan
Hukum Ekonom), yang saling berkaitan dan
saling pengaruh dan mempengaruhr
(Soenaryati Hartono, Prisma: 7).
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Beranjak dari rumusan ini, maka sistem
hukum nasioral itu selalu harus dikaitkan pula
dengan landasan Groundnorm yait 'u
Pancasila, lruD I 945 dan asas-asas hukum
umum yaitu ukuran-ukuran hukumiah-errri
yang memberikan amh kepada pembenhrkan
hukum, (Notohamidjojo, 1985: 49), yang
merupakan penjabaran dari Gtondnorm
tersebuL Untuk dapat merekarn kenngka ideal
sistem hukum nasional yang mencerminkan
pola rechtsidee h'uk]uJ,}]' Indonesia, kiranya
pcrlu dijadikan bahan pemikiran hasil-hasil
seminar hukum nasional ke IV tanggal 30
Maret I 979, yang mencakup dua aspek, yainr
pencerminan ilai-nilai Pancasila dalam
peraturan perundang-undangan dan sistem
hukurn nasional itu sendiri.
Mengenai sistem hukum nasional yang
berhubungan denganperundang-undangan
adalah merupakan penjelasan kembali bahwa
perundang-undangan menduduki posisi sertal,
utama dalam pembangunan hulorm nasional,
yang akan dilengkapi dengan hukum tidak
tertulis (hukum Adat). Di samping itu
dikemukakan pulaperlunya wrivikasi dengan
tidak meninggalkan kebhinekaan terutama
dalam bidang-bidang kehidupan spiritual.
Berikutnya hal yang meflyangkut persoalan
nilai-nilai Pancasila, pada pokoknya bahwa
pembentuk undang-undang (Presiden dan
DPR) dalam penlusunan undang-undang
perlu dengan tepat menunjukan ilai-nilai
Pancasila yang melandasi undang-undang itu.
SelanjuhyaArief Hidayat menyatakan bahwa
dalam membuat peraturan hukum harus
berlandaskan pada empat pilar kchidupan
berbangsa. Pilar-pilar kehidupan berbangsa
itu antara lain Pancasila, Undang-Undang
Dasar Neraga Republik Indonesia 1945
(UUD NRI 1945), Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
(Aief blday at, B a h a n Ku I ia h P e m b a h aru an
Huh.tm Nasiona l, PDIH Undip-Unila)
Selain apa yang telah dikemukakan oleh
AriefHidayat itu ada empat prinsip lain yang
perlu diperhatikan pembentuk undang-undang
)"ltu
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l. Mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang keadaan senyatanya.
2. Morgetahui sistem nilai yang berlaku dalam
masyarakat.
3. Mengetahui benar-benar hubungan kausal
antam samna yang digunakan oleh undang-
undang seperti sanksi, baik sanksi ncgatif
Q)un i s hmen l) maupun penghargaan( r."ward dar' Iujvan yalrg hendak dicapai .
4. Mclakukan penelitian terhadap efek dari
Undang-undang iru- ermasuk cfek samping
yang tidak diharapkan.
Berdasarkan apa yang dikcmukakan
pada latarbelakang di atas, penulis mcncoba
merumuskan masalah bagaimana
pembangunan hukum yang sesuai dengan cita
hukum Pancasila dan bagaimana peraturan
perundang-undangan dibuat sesuai dengan
jiwadan pandangan hidup bangsa Indoncsia
(Pancasila)..?
II PEMBAHASAN
Pembangunan Hukum Nas iona l
Indonesia
Banyaknya peristiwa dalam tataran
kehidupa[ dewasa ini, terutama dalam
kehidupan dunia hukum kita saat ini, yaitu
adarya realitas, fakta bahwa sering terjadinya
berbagai bentuk penolakatr yang dilakukan
oleh masyarakat tedadap produk hukum yang
dihasilkan oleh negara melalui lembaga
legislatil Bahkan bentuk penolakan ini tidak
jarang menimbulkan berbagai bentuk
kekerasan yang dilakukan, baik oleh
masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang
dilakukaD oleh para aparat penegak hukum
sendid.
Pada dasarnya pcmbangunan hukum
mengandung makna ganda: pertatha, rabisa
diartikan sebagai suatu usaha untuk
mernpe$abami hukunpositif sendid, sehmgga
sesuai dengan kebutuhan untuk melayani
masyarakatpadatingkatperkembangannya
yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya
disebut sebagai modemisasi hukum.
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Kedua, ia blsa dianiknn juga sebagai
atr rK'h' rntuk memlinEsionalkan hukum
dalam masa pembanguna4 yaitu dengan cara
tunltmengadakanp€rubalEl-perubahan sosial
sebagaimarta dibutuhkan oleh suatu
masyarakat yang sedang membangun
(Sadipto Rahardjo, 2009: 203). Berdasarkan
makna pembangunan di atas, AriefHidayat,
menyatakan bahwa pembangunan hukum
dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi
pembval^\ (Lau" reform / law making) dut
sisi irnplementasinya atau penegakan
hukumnya (Law enforcement) yang
disesuikandengaroilai-nilaiParcasilasebagai
dasar pembangunan Sistem Hukrm Nasional
(SISKUMNAS) dan Pembangunan Hukum
Nasional @ANGKLMNAS) (Arief Hidayat,
Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum
.ir'asiozal, PDIH KPKUndip-Unila).
Berbagai aspekkehidupanmasyarakat
telah mengalami perubahan yang sangat
signrfikarl baik dalarn bidangpolitik ekonomi
sosial, budaya serta pertahaoan dan
keamanar. Bahkan oleh Fritjof (2007),
dikatakan bahwa pada saat ini dunia sedang
mengalami t tik balik peradabar lThe'nming
Poirt). Transformasi yang kiu alami saat ini
mmgkin lebih dramatis daripada trdnsporrusi
yang pemah terjadi sebelumnya, karcna
perubahannya berlangsung lebih cepat, dan
dalam skala yang lebih besar yang metibatkan
seluuh dunia. dan karena beberapa bansisi
besarnya terjadi secara bersamaan.
Pengulangan irama dan pola-pola kebanghtan
dan kemunduran yang tampak mendomirusi
evolusi buda).a telal bersama-sama mencapai
titik balik pada saat yang sama.
Metruut Mohammad Koesnoe dalam
Khudhaifah Dimyati (2004: 172), bahwa
hukum tidak terpisahkan dari masyarakat.
Perubaban dalam masyarakat ini tentu sangat
beryengaruh tefiadap perkembangan hukum
dalam nasyaralat Hukum te*ait erat dengdn
perubahan dan perkembangan dalam
masyarakat. Perubahan di bidang hukum
dapat mempenganrhi perkembangan dalam
lllayarakat.
Demikian pula sebaliknya, setiap
perubahan dalam masyarakat, dapat
mempenganrhi perkembangan hukum yaDg
terdapat di dalam masyarakat yang
bersangkutan. Hukum sebagai kaidah sosial,
tidak lepas dari nilai (va lues) yangberlakl
dalam suatu masyamkat. Bahkan dapat
dikatakan bahwa hukum itu merupakan
percefiruun darinilai-nilai yang berlaku dalam
nasyamkat. HUL-um yang bai( adalah ukurn
yang sesuai dengan hukum yang hidup ( lie
living law) dalarnmasyarakat yang t€ntunya
sesuaipuladenganpencenninannilai-nilai ya g
berlaku dalam masyarakat itu, Brian Z
Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan
masyarakat memiliki bingkai yang disebut
"The Law Society Framewotk" yanE
memiliki karakteristik hubungan tertentu.
Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua
komponen dasar. Komponen pertama terdiri
dari dua tema pokok yaitu ide yang
menyatakan bahwa bukum adalah cermin
masyankat dan ide bahwa fungsi hukum
adalah untuk mempertahankan ".tocial
order ". Komponel kedua terdiri dari tiga
elerncli, yaiji): &s tom, horali ry, dan pos it Ne
I av, (Biaj] Z Tdm \^a, 2006 i l -2), C u s t o m
ond rcrclity dqt Captwndalampemikiran
Donad Black sebagai Carrn (Donald Blach
1916:61).
Pada awalnya tidak ada keragu-raguan
m9ngenai kemampuan egan unfuk secam
otonom dan mutlak mengatur serta menata
kehidupan masyarakat. Hukum menjadi
semacarn alat di tangan kekuasaan untuk
mewujudkan apa )"ngdikehendaki. Sejak kita
mengetahui kompleksitas k€kuasaan dalam
masyarakat, yaitu tentang kehadiran
kekuasaan lain di luar negara, maka
perencanaan pembangunan hukum menj adi
tidak sederhana l gi, Kita mengetahui resiko
besar yang haarus kita tanggung manakala
perencanaan kira gagal mcngantisifasi
dinamika masyarakat dan apa yang dapat
dilakukan masyarakat (Satjipto Rahardjo,
makalah pada Seminar dan Temu Hukum
Nasional 2008: 3).
Penbansunan Hukun Bedasarkan Cita Hukun Pancasita (Tadi Rusti) 33
Menurut Satjipto Rahatjo (2009: 139)
bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial
ini nampaknya bersifat statis, karcna hukum
sebagai sarana kontrol sosial sekedar
mempertahankan pola hubungan-hubungan
serta kaidah-kaidah yang ada pada masa
sekarang.
Akan tetapi sebenarnya pekerjaan
konhol sosial ini cukup sarat pula dengan
dinamika dan perubahan-perubahan.
Pelaksanaan konhol sosial ini suatu saat idak
lagi berhenti pada suatu orientasi masa
sekarang, tetapi dapatjuga melampauitrya,
yang bernrti ditujukan unhrk menjangkau masa
yang akan datang. Dengan demikian,
penoalan yang ingin dipccahkan bukan pada
permasalahan mempengaruhi tingkah laku
orang-orang agar sesuai dengan harapan
masyarakat dalam keadaan sekarang,
melainkan mcnyangkut masalah-masalah
perubahan yang dikehendaki.
Unnrkjcnis kontrol sosial yang terakhir
ini biasa dipakaiistilah social ekgineering.
Hukum sebagairosirrl engin eering, adalah
penggunaan hukum secara sadar untuk
mencapai suatu tertib atau keadaan
masyarakat sebagaimam dicita-citakal atau
untuh melakukan pcrubahan-perubahan y [g
diinginkan. Kenampuai hukum sernacam Lu
seperti ni mclekat pada pengertian hukum
moderl
Sejalan dengan pendapat ini, Sudikno
Mertokusumo menjelaskan bahwa kaidah
hukum bertugas mo4usalukan keseimbangan
tatanan di dalam masyarakat dan kepastian
hukum agar tujuannya tercapai, yaitu
ketertiban masyarakat. Pada masa sekarang
ini banyak sckali segi-segi kehidupan
masyarakat yang bcrubah dan berkembang
pesat. Perubahan ini tentu saja sangat
mempengaruhi perkembangan hukumyang
ada di Indoncsia. Pembangunan di segala
bidang senantiasa dilakanakan, termasuk
pqmbangunan hulam melalui pembaharuan
huLrrm dalam rangka pengembanagn huLr-rm
nasional yang bersumberpada Pancasila dan
lruD 1945.
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Sejak Indoncia merdeka bangsa ini telah
bersepakat menjadikan Pembukaan UUD
I 945 sebagai kesepakatan luhur yang final
(nodus vivendi) ,Di dalam Pembukaan IJUD
1945 dicanrumkan dasar dari negara ini
didirikan, yakni Pancasila. Kedudukan
Pancasila sebagai dasar negam membawa
konsekuensi bahwa hukum ketatanegaraan
pun hanu berbasis nilai-nilai Pancasila.
Pancasila telah ditetapkan sebagai
rec h ls idee maupun groundno rm, bark
kedudukan sebagar rechtside dan
groukdnorm) nilai-nilai Pancasila harus
mewamai, menjiwai pembaharuan hukum di
lndolesia, baik pada tataran substansial
(materi hukum), struktur (aparatur hukum)
maugm kultural (budaya hukum). Pancasila
harus disebutkan sebagai bintang pemandu
aruh (leitztern) kebijakan pembaharuan
hrkum di Indonesia. Kebijakanpembaharuan
yang tidak menyinggung apa yang menjadi
dasarpercntuan mh kebijakanpembangunan
hukur4yakni Pancasila" dapat dikatakan masih
bersifat parsial karena kuraog melihat sisi
pembalgunal hukum nasional secam integral
yang seharusnya melibatkan pembicaraan
tentang Parcasila sebagai bintang pemandu
uah ( leiztern\.
Patrcasila Sebagai Cita Hukum Bangsa
Diltrdonesia
Proses  pembangunan hukum in i
sebenamya telah berl alan lama, namun cita-
cita pembentukan hukum nasional dalam
segala bidang kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bemegara. belum rercapai
sepenuhnya. Pembentukanhukum nasional
yang dimaksudkan dalam hal ini adalah
pembentukan p€raturan perundang-undangan
nasional yang merupakan produk pembentuk
mdang-undang (I€gtslalifdanEkelctif), yang
didasarkal pada nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat dan diakui sebagai hukurn (/ivi"g
/4lr). Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-
hari masih ada berbagai kegiatan kehidupan
manusia yang sebenamya merupakan hukum
yang hidup dalam masyarakat, namun belum
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ada peranrran perundang-undangan yang
mengatumya. Kondisi semacam ini dapat
dipahami. karena kebumlnn hidup manusia
serta kegiatan kehidupan manusia sangat
banyak dan beragam, serta cepat sekali
berubah dan berkembang, sedangkan
pemmran pemndang-undangan tidal mLrngkirr
dapat menampung semua segi kehidupan
manusia selcngkap-lengkapnya d n sejelas-
jelasnya.
Ci^ht]l..rdn Qechts Iee) mengandung arti
bahwa pada hakekatnya hukum sebagai
aturan tingkah lak-u masyarakat berakar pada
gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran
masyarakat itu sendiri. Jadi cita hul'-um itu
adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran,
berkenaan dengan hukum atau persepsr
tentang malcra huhln yang pada htinya terdin
atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan
(do e ln at ighe id) dan kepastian hukum
@emard Arief Sidharta, 2000: 1 8 I ).
Melalui pemahaman mengenai c ta hulum
sebagaimana uraian di atas, dengan demikian
maka dapat dimengerti bahwa bangsa
Indonesia sa[gatmengidaml€n
hukum yang bersumberkan tas dasar gagasa&
rasa.  karsa .  c ip ta  dan p ik i ran  as l i  dar i
masyarakat Indonesia sendiri. Hukum itu
bukan merupakan tu juan akan te tap i
merupakan jembatan, yaag akan membawa
bangsa Indonesia kepada ide yang dicita-
citakan (I GedeA.B. Wianata, 2007 r78). Cita
hullm bagi bangsa Indonesia berakar dalam
Pancasil4 sebagai landasan kef ilsafatan dalam
menah kerangka dan strukiur dasar organisasi
negara sebagaimana yang secara formal
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 terutama pada alenia IV
yang menyatakan :
"Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segcnap
bangsa Indonesia dan seluruh rumpah
darah Indonesia dan unnrk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiba[ dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negam
Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kcpada
Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia dan Kemkyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan
dalam Pemusyawamtan / Perwakilan,
serta de[gan mewujudkan suatu
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia''.
Alenia TV di atas mcnjelaskan dua hal.
yaitu tertib kemauan rakyat dan arah mana
kemauan itu. Kemauan rakyat yang
berdasarkan Pancasila itulah yang
menjadikannya mempu[yai kedaulatan.
Kedaulatan rakyat yang berdasarkan
Pancasila itulah yang merupakan da:ar. sebagai
lumber hukum dari rcgala sumber huL-um.
Kemauan rakyat  un tuk  berdau lar  yang
kemudian menjadi hukum dasar, ukuran
utamanya dalah Pancasila yang merupakan
pandangan hidup (way o/ive) sekaligus dasar
kehidupan bemegara.
Pancasila sebagai Pandangan hidup ini.
menurut Bemard Arief Sidharta bahwa
Pancasila adalah pandangan hidLrp bang.sa
hdone"ia yan g mengungkapkan pandangan
bangsa Indonesia tentang hubungan antara
lnanusia dan Tuhan, manusia dan sesama
manusia. serta manusia dan alam semesu yang
berirdkan keyakhan tentang Empal manusia
individual di dalam masyarakat dan alam
semesra fBemard ArieISidharta. 2000: I82).
KeduduJ<an d  limgsi penting Panca\ila
salah satLurya adalah sebagai pandangan hidup
bangsa. Pandangan hrdup bangsa dalah
perunjuk arah semua kegiatan arau akrif iras
hidup dan kehidupan di dalam segala bidang
(Dardji Damodihaxdjo, 1981: l6).
Sebagai pandangan hidup bangsa selalu
mcrupakan kcsclunLiar. suaru kontinum rulai-
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nilai, cita-cita, pandangan-pandangan,
kebiasaan-kebiasaan, sesuatu yang dihayati
oleh semua, tetapi tentunya tidak dapat
dijelaskan satu demi satu unsur-rmsumya.
Sejak beratus-ratus tahun dihayati oleh
bangsa lndoncsia bukan scbuah rumusan
singkat dan abstrak, melainkan suatu cara
hidup. Kehebatan rumusan Pancasila jusfu
terletak dalan kenyataan bahwa rumusannya
"singkat padat", ternyata dapat
mengrmgkapkan secara singkat segala pokok
yang oleh segenap golongan di Tndonesia
dapat dikcnali kembaii sebagai miliknya (Fmnz
Magnis Suseno, 1995:109).
Tidak dapat disangkal, bahwa Pancasila
merupakan hasil kompromi politik. Muladi
bcrpendapat bahwa Pancasila pada dasamya
merupakan kiistalisasr berbagat " c o mmon
d e n o m i n at o rs" y ang fierupakan j awaban atas
akar pcrmasalahan (/ool caase) dan sekaligus
merupakan refleksi dan reaksi atas pcrsoalan-
persoalan bangsa secara ri i l  yang
memungkhkan pendinan Rcpublik Indonesia.
Sebagai rumusan tanggal I8 Agusrus I945.
Pancasila merupakan peristiwa politik,
tepatnya sebuah pemyataan filsafat politik
rentang dasar Negara Republik lndonesia.
Pancasila merupakan rumusan pandangan
hidup yang dapat diterima oleh semua sukq
agama, kebudayaan, golongan, dan kelas
dalam masyarakat Indoncsia, sebagai dasar
ideal bersama untr-rk di atasnya bersama-sama
mcmbargun saru Negara Republik lndonesra
serta mengembangkan bangsa dalr masyarakat
di dalamnya (Muladi, 2007: 4).
Sebagaimana diketahui dalam sejarah
bahwa Pancasila merupakan suatu hasil
pemik i ran  bangsa Indones ia .  mc la lu i
penelusuran terhadap tonggak-tonggak
sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dapat
dilemukan kebenarannya bahwa nilai-nilai
luhr.u Pancasila menrpakan nilai-nilai yang telah
mcngakar dalam lehidupan bang.a Indoncsia
(Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM &
Fakultas Hukum Universitas Pancasila,
2006: I23), yang dalam proscs ejarah melalui
svats po liti c a I co n s ensus dan p hilosop h ica I
consensns diletakan ol eh Founding Fathers
scbagai dasar legara. Secara ilmiah maka
sebenarnya Pancasila itu bagi bangsa
Indonesia merupakan suatu sistern fllsafat yang
entitasnya mcrupakan suatu sistem nilai. Atas
dasar pemikiran tersebut, maka bagi bangsa
Indonesia Pancasila merupakan core
p h i I o s op hy,seh\ngga nerupakur I o c a I genu s
dan local wisdombangsa lndonesia (Kaelan,
2006:6).
Berdasarkan hal ters€but Pancasila
adalah dasar negara. Merongrong Pancasila
berarti merongrong colnerdff dasar scgenap
bangsalndoncsia y ng bcraneka ragam itu
yang bertekad untuk membangun satu
kehidupan kemasyamkatan bersama, kearah
terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat
dikatakan secara tegas bahwa Pancasila
sebagai ideologi maupun sebagai dasar ncgara
sebenamya merupakan sistem nilai luhur
bangsa Indonesia yang s\td^hultimate, dan
deliniti're serta frnal. Pancasila merupakan
j awaban atas pertanyaan tentang kearah rnana
kemauan mkyat akan di bawa oleh Negara
kesatlan Republik Indoncsia ?, jawabarmya
adalah secara formal dicantunkan dalam
Pembukaan Undarg-Undang Dasar 1945,
klususnya dalarn rumusan lima sila Pancasila,
dan d! abarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar
tersebut Oleh karena itu. cita hulum Pancasila
harus mencerminkan tujuan bemegara dan
merupakan seperangkat nilai dasar yang
tercantum baik dalam Pembukaan maupun
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
dan berbagai pgrdturan pemndang-undangan
yang berlaku (Bernard Arief Sidharta.
2000:182).
Hal ini scsuai dengan kedudukannya.
maka Pa[casila merupa]Gn zumber dari segala
sumber hukunL baik dari scgi Elosofu ideologis
bangsa Indonosia maupun sebagai sumber
hukum formal yang tertinggi (Moelatiningsih
Moempoeni M,2003: l2), yaitu sumber yang
harus selalu dijadikan dasar dalam
penyelenggaraan kegiatan bemegara dan
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pengembanan hukum yang meliputi
p€mbenfukar\ p€nemuan dan penerapan s€fia
penegakan hukum nasional di Indonesia.
Dengan perkataan lain Pancasila sebagai dasar
dan arah pengembangan hukum akan
rnewamai segala sub sistem di bidang hukum,
baik substansi hukum yang bemuansa ",/aw
making process", struktur hukum yang
bercentuhan dengan "ltw enforcement",
maupun budala hukum yang be*aitan dengan
"law twarcness".
Pancasila mempunyai berbagai fungsi.
Nolonagorc mengatakan bahwa Pancasila itu
adalah asas peNatuan, kesatuan, damai,
kerjasama, hidup bersama dalam Negara
Republik Indonesra (Notonagoro. 197l: l5).
Fungsi dari Pancasila dalah sebagai dasar
falsafah negara, sebagai asas dan landasan
Negara serta sebagai pedoman dalam
kehidupan berbangsa dan bemegara, maka
dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan
ideologi negara (Endang Danuri Asdi, 2003 :
52). Dalam ideologi terkandung tiga unsu!
yaitu interpretasi, etika dan retorika. Unsur
yang pertama dapat dilihat pada adanya suatu
penafsiran atau pemahaman terhadap
kenyataan adalah pemahaman terhadap
Pancasila dalam kontek Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu adanya sejarah
perjuangan bangsa Indonesia.
Unsur yang kedua dapat dilihat dengan
adanya nilai-nilai moral yang ada dalam
ideologi. Apabila diterapkan pada Pancasil4
maka Pancasila mengandung nilai-nilai yang
menjadi dasar bagi tata kehidupafl masyarakat
Indonesia. Unsur ketiga, ideologi sebagai
retorika. Ideologi menjadi pedoman kegiatan
untuk memberi wujud pada nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya dan memberi
gambamn masa depan yang dicita-citakan.
Menurut AIfian ( 1992:45). ideologi
adalah: "kesahEn gagasarFgagasan d sar yang
disusun secara sistematis dan dianggap
menyehmfi tentang manusia dan kehidupannya
baik yang individual maupun sosial, termasuk
hidup bemegara. Penerapan ideologi dalam
bidangkeneganan dalahpolitik. Supala lebih
coco'k unhrk menjalankan politik, ideologr
dirurnuskanjuga sebagai suatu pandangan atau
sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam
tentang bagaimana benar dan adil, mengatur
t ingkah laku  bcrsama da lam berbaga i
kehidupan duniawi".
Sesuai dengan pengertian diatas mata
Pancasila dalah landasan moral, selainiru.
Pancasilaj uga mcrupakan cita-cira yang ingin
dicapai karcna mengandung nilai-nilai yang
menjadi dasar dan pedoman negara. Segala
gerak langkah dalam kchidupan berbangsa dan
bernegara di&sarkan pada ideologi pancasila
sebagai dasar negara dan sebagai pandangan
hidup, Pancasila mengandung i Iai-ni lai ctis
yang be$ifat normatif(Endang Danuri Asdi,
2003:52).
Maksudnya Pancasila menjadi ul-uran
baik dan buruk tingkah laku manusia,
khususnya manusia Indonesia. Dengan
demikian Pancasila merupakan suatu postulat
yang menjadi ukuran bagi seluruh kegiatan
dalam k€hidupan mas)"rakat dan kenegaraan.
Karena iru Pancasilajuga merupakan garis
pengarah yang menu[jukanj alan yang akan
di&rnpuh untrk mencapai tujuan belsam4 yaitl
masyarakat dil dan makmur (Sunoto, 1987:
116).
Kelima sila yang terkandung dalam
Pancasila sebagai pengejawantahan dan
berbagai nilai-nilai yang ada dan hidup dalarn
masyamkat bangsa dan negara lndonesia,
kemudian ilai-nilai tersebut dijabarkan dan
diderivasikan untuk mewujudkan sebuah
sistem nilai, dan diejawantahkan ke dalam
berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang
keseruhannya mewujudkan sebuah sistem
huhm (tata hukr.rm). Tiap kaidah hukum atau
asas-asas hukum mencerminkan tau dij iwa i
sebuah nilai. Sehingga tata hukum itu dapat
dibedakan kc dalam nilai dasar (based-
valze.r) sebagai landasan dan acuan untuk
mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan
ru,lu njvn @o a l -va lues) sebagai scsuatu yang
harus dan layak untuk dipeiuangkan atau
diwujudkan (Bernard Arief Sidharta,
2000:184).
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Kedudukan Pancasila bagi bangsa
Indonesia dapat dikatakan scbagai norma
dasar (bas ic norm) atau discbut j uga sebagai
grundnorm (Sadipto Raharjo, 1982:244).
Pancasila sebagai dalil akbar yang di sebut
grundnorm iru kecuali berfungsi sebagai
dasar, juga sebagai tujuan yang harus
diperlmtikan oleh setiap hukum atau pemturan
yang ada, semua hukum yang berada dalam
kawasarrezim grundnorn tenebut harus bNa
mengait kepadanya.
Grandnorm ini semacam bensin yang
menggerakan sclumh sistem hukum negam
Indonesia. Proscs konlritisasi selanjutnya
mcnjadi norma-norma yang khusus diwamar
dan dialiri dengan ilai-nilai, Msr l5ryndnorm)
tersebut, proscs ini melahirkan
stufenbowtheory. Hans Kelsen nenyebut
grundnorm itu scbagai cita hukum scrta
memandangnya scbagai "the sourse of
idehtity and as the source ofunity of legal
system" (Joseph Raz, 1973 6'7).
Gn ndnorm merupaku r sumber nilai bagi
adanya sistem hul'um, sehingga ia merupakan
bensin yang menggerakan seluruh sistem
hukum (Satjipto Rahado, 1982:244). Di
samping itu grundhorm menyebabkan
te4adinya keterhubungan i temal dari adanya
sistem (Moelatiningsih Moempoeni M, 2003:
8), hal ini berarti bahwa Grundnorm it.t
merup@kan sistem nilai, dalam esensinya sisten
nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar
dan nilai hrjuan.
Sebagai nilai dasar grundnorm betatti
merupakan sumber nilai bagi pembuat
kebijakan danjuga sebagai pembatas dalam
implernentasinya, sebagai landasan dan acuan
untuk mencapai atau memperjuangkan
sesnatrr. Grundnonn sebagai nilai tujuan
bemrti merupakan sesuatu yang harus dan
layak unluk diperjuangkan. Sistem ini
mempunyai peranan penting dalam
hubungannya dengan pembentukan hukum,
sistem nilai ini dicjawantahkan ke dalam
berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang
secara keseluruhan mewujudkan sebagai
sistem hukun.
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Pada sistem dan tata hukum Indonesia
Pancasila selalu dinyatakan sebagai
Grundnorm atau norma dasar yang
merupakan sumber dari segala slunb€r hukum
yang berlaku dan diberlalo:kan didalam sistern
hukumlndonesia. Hal ini dapat dilihat dari
pandallgan yang menyatakan bahwa Pancasila
berkedudukan sebagai landasan unsur
konstittrtif dan rcgulatif serh landasan fi losofi s
dari keseluruhan banguran hukurn nasional
yang berlaku di Indonesia.
Dalam kehiduparbermasyamkatmanNia
akan menjumpai banyak nilai kchidupan
diantaranya mencakup nilai-nilai sebagai
berikut: adanilai kebenaran,nilaikesusilaan,
nilai keindahan, ilai sopan santun, dan ada
nilai hukum (nilai keadilan, nilai kepastian dan
nilai kemanfaatan). Nilainilai kchidupan
manusia dalam bermasyamkat itu secan
teoritis dan konsepsional harus disusun
sedemikian rupa dalam sistem norma hukum,
sehingga nilai-nilai dan norma-noffna yang
terkandung dalam sistem hukum merupakan
suatujalinan pemikirun yang logis. Ini b€radi
bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakatpada umumnya dan
nilai kepastiarL nilai kemanfaatan, serta nilai
keadilan pada khususnya, menempati atau
mempunyai kedudukan yang penting dalam
huklr[
Hukum tidak terlepas dari nilai yang
berlaku dalam masyarakat, bahkan dapat
dikatakan bahwa hukum itu merupakan
pencenninan dari nilai-nilai yang berlaku <lalam
masyarakat. Hukurn yang baik adalah hukum
yang sesuai dan hidup dalam masyarakat. Ini
berarti bahwa hukum positifyang berlaku di
bdonesia harus bersumberkar pada nilai ya.ng
terkandung dalam Pancasila yang merupakan
asas kerohanian Nogara Indonesia. Pancasila
mengharuskan rertib hukum Indonesia sesuai
dengan orma-norma moral, kcsusilaan, etika
dan sebagainya.
Hal ini menunjukan bahwa Pancasila
se la in  mengandung n i la i  mora j  juga
mengandung nilai polit ik sepe i yang
dikemukakan oleh Moh Hatta:
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'?ancasila terdii atas dua fimdamen
yaitu fiudamen politik dan fimdarnen
moral. Dengan meletalkan frmdamen
mo.al di atas, negara dan pemerinhlun
akan mempcroleh dasar yang kokoh,
yang memerintah berbuat benat
melaksanakan keadilan, kebijakan,
dan kejujuran serta pe$audaman
keluar kedalam. Dengan fundame[
politik pemerintah yang berpegang
pada moral yang tinggi diciptakan
tercapainya suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia".
Mengacu pada pemikiran Moh Hatta
teGebut di atas dapat disimpulkan bahwa
Pancasila bukan hanya norma dari kehidupan
huktun nasional, akan tetapij uga merupakan
norma dasar dad noma-[orma lain, seperti
norna molal, norma etika, norma kesusilaan
dan lain-lain. Oleh karena itu Pancasila
mengharuskan agar lenib hukum serasi
dengan orma moml, scsuai dengan orma
kesusilaan dan norma etika yang merupakan
pedoman bagi setiap warga negam unhrk
bertingkah laku.
Tujuan hukum berdasarkan cita hukum
Pancasila adalah untuk memberikan
pcngayoman kepada manus ia .  yakn i
melindungi manusia secara fasif (negative)
denganmenccgah tindakan sewenang-wenang
dan secam aktif(positif) dengan menciptakan
kondisi kemasyarakatan yang rnanusiawi yang
memungkinkan proses kemasyarakatan
berlangsung secara wajar sehingga secara dil
tiap manusia memperoleh kesempatan ya[g
luas dan sama unh* mengembangkan selwuh
potensi kemanusiaanya secara uhrlt (Muchtar
Kusumaatmadja, 1996:49). Pelaksanaan
pengayoman itu dilakukan dengan usaha
mewujudkan (Bernard Arief Sidharta,
2000:190).
1. Ketertiban dan keteraturan yang
memrmculkan prediktabilitas.
2. Kedamaian dan ketentrunan.
3. Keadilan (distributif, kumulatif, vindikatif,
protektiD
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
5. Pembinaan akhlak luhur bcrdasarkan
Kehrhanan Yang Maha Esa.
Dalam kaitarmya sebagai basic norm d?d.t
recht idie,makaperat dan fungsi Pancasila
dalam pembentukan hul:um nasional adalah
sebagaiberikut (Kuat Puji Prayitno, Jumal
Media Hukum, Vol.l4 No. 3 November
2007, Fakultas Hukum Universitas
MuhammadiyahYogyakarta: 156) :
1. Cita hukum Pancasila berfungsi sebagai
tolok ukur yang borsifat regulative dan
konstuktif Tbnpa cita hukum naka produk
hukum yang dihasilkan akan kehilangan
malaranya. Dalam hal ini Pancasila menjadi
standar penilaian dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
2. Cita hukum Pancasila dalah factor yang
memotivasi dan memp edomani (Buidikg
p r i n c i p I e) dalun pcny elenggaraan hulum
(law making process, law enlorcement
mau?ufi law aworcness).
3. Cita huknn Pancasila menentr*an masalah
metode dan pcnjelasan yang dianggap
relevan untuk ditclaah s€hingga merupakan
kwci pcmbentukan hukum oleh lembaga-
lembaga hukum-
4.
5.
Sebagai norma kritik (kaidah evaluasi)
dalam menghadapi tantangan kaitanya
dengan penegakan hukum, karena ia
berfungsi sebagar "margin of
appreciotion" yaitu batas-batas
pembenaran, tolok ukur tentang etika
moral, kehormatan dan martabat bangsa.
Sebagai bintang peman dt (leitstern)bagi
tercapainya cita-cita masyamkat.
Hukum adalah sesuatu yang abstrak.
tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirab4 yang
dapat dilihat adalah tingkah laku hukum
manusia sehari-hari. Hukum itu sendtri
merupakan hasil karya manusia berupa nornn
yangberisikan peh.mjul< bagi manusia unnrk
bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan
keberadaan manusia sebagai makhluk yang
berakal budi, sehingga setiap tingkah laku
rnarusia hams diahn s€cara normatifdalam arti
bahwa manusia hanrsbertingkah laku sesuai
dengan orma-norma yang ditentukan
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sebagai pegangan hidupnya. Melalur
penornaan tingkah laku ini, huLrm memasuki
s€mua spek ehidupan manusia. Agar supaya
tingkah laku manusia Indonesia diwamar
dorgan nilai-nilai Pancasil4 maka setiap norma
hukum positifyang berlaku di Indonesia harus
bemafaskan Pancasila. Secara hirarkis hal
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut
(Bahder Johan Nasution,2004: 92).
Skema L
Pancasila Sebagai Norma Dasar Dari Tata
HuLurn dan Tujuan Hukurn
Moral
ndasan Politi
Harkat,
Martabat
us1a,
eseimbangan
lamsan,
dll
orma Moral
a Sosial
orma Etika
I
Aspek
Kehidupan
Manusiayang
oleh hukum
Berdasarkan skema di atas, terlihat
bahwa ada jarak antara Pancasila dengan
tingkah laku hukum, anak tangga yang
terendah adalah norma hukum positii Jika hal
ini hendak diterapkan pada pengatura[ hak
dan kewajiban dalam hubungan perjanjian
pembiayaan konsumel berdasarkan sistem
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aturan yang berkcadilan, langkah pertama ke
amh itu lebih dahulu ditcntukan keadilan yang
dikehendaki.
Caranya dilihat tcrlebih dahuJu mengenai
nilai keadilan kemudian ditarik asas huLum.
Selanjutnya dari asas hukum tersebut dapat
ditentukan orna tingkah laku yang manayang
harus dipedomani untuk kemudian
dirumuskan menjadi norma hukum positif.
Misalnya, j ika pembcntuk undang-undang
mencntulan bah\r a keadilan ) ang diinginan
untuk konsumen adalah keadilan dalam
pengertian perlindungan yang layak, maka
konsep keadilan itu ditarik pada asas hukum,
asas hulruu disini adalah keseirnbangan taia
hak dan kcwajiban. Maka nrmusan asas
huLururya kira-kira berbunyi: "pelal-u usaha
tidak selayaknya mcngambil kcuntungan
secara tidak jujur kcpada konsumen". Di
dalam asas hukum ihl tcrdapat norma moral,
jadi bila dinunuskan ke dalam hukum positip,
kira-kim rumusaDnya berburyi: " pelah usaha
dalam menetapkan isi perjanjian selain
berdasarkan kepentingannya, juga didasarkan
pada kesepakatan bemama antara pelaku
usaha dan konsumen". Dari contoh ini, terlihat
bahwa prinsip keadilan dijadikan sebagai
sikap moral atau landasan berpikir untuk
mclakuJ.an pcnganran hak konsumen sesuai
dengan ciri negara hukum Pancasila @ahder
Johan Nasution, 2004: 92).
Formulasi yang demikian ihl mengardung
arti bahwa peraturan perundang-undangan,
mengandung norma hukurn yang di dalaimya
terdapat patokan penilaian dan patokal
tingkah laku. Patokan penilaiar ini tidak
tcrbatas pada macan-macarn nilai, akan tgtapi
merupakau satu kesafuan atau keterpaduan
yang discbut dengan sistem penilaian. Melalui
sistem penilaian ini dapat dirunuskan pehrnjuk
tingkah laku, tentang pcrbuatan apa saja yang
mesti dilakukan darl yang harus ditinggalkan.
PcrLilaian t€rhadap tingkah lalu manusia bukan
merupakan penilaian yang berdiri sendiri,
melahkan merupakan bagian dari suatu ide
yang lebih besar, yain ide tentang masyarakat
yang dicita-citakan.
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III PENUTUP
Pada masa sekarang ini banyak sekali
segi-segi kchidupan rnasyamkat yang berubah
dan berkcmbang pesat. Pcrubahan i i tentu
sa1a sangat mempcngaruhi perkembangan
hukum yang ada di Indoncsia. Pembangunan
di segala bidang pun scnantiasa dilaksanakiin,
tcrmasuk pembangunan hukurn melalui
pembaharuan hukum dalarn rangka
pengembangan hukum nasional yang
bcrsumber pada Pancasila dan UUD 1945.
Meski sccrra lconlis bcrhasilnya rcvolusi
Indoncsra l ang tiril kuhrrn;sin1a Proklamasi
Kemerdckaan Rcpublik Indonesia I TAgustus
1945 dengan send i r inya  d ika takan
menciptakan hukrrn nasional, faLlanya hanya
melegakan dalam arti politik saja.
Secara  hukum jus t ru  teor i  revo lus i
tcrsebut sampai kini mcmprihatikan bangsa
Indonesia, karena bukankah nasih cukup
banyak pcraturan hukum dibidarg kehidupan
yang mendasar dan menycntuh ajat hidup
orang banyak masih dikuasai pemturan hukum
bcrasal dari zaman pcnjajahan, sepcrti KflllB
KUHPerdata dan KUHD.
Keadaan ini tcntunya telah kita sadari, dan
kesadamn teNebut menumbuliGn semangat
untuk melakukan pembangunan hukum
msional. Hendaknya unhrk membangun suatu
sistcm hukum atas dasar nilai-nilai baru
kerohanian Pancasila. Ide seperti inl
memberikan tempat yang luas untuk menggali
asas-asas hukum adat dalam membuat
pcraruran perundang-undangan agar sesuai
dcngan cita hukum lndonesia, yaitu
bersemanga*an Pancasila dan UUD 1q45.
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